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BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 5% TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 136 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIAK

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur

i

Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 136
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 115 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 136 Tahun
2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, perlu ditinjau
kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 136 Tahun 2018 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Siak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 70);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 136 TAHUN 2017 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 136 Tahun 2017 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak
(Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 136) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Siak Nomor 136 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2018 Nomor 115), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 43  April 2019

ATI BIAK, 'A

*f FEDR
Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019 o
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Lampiran

: Peraturan Bupati Siak

Nomor

.—.Dumn_

: 53 Tahun 2019
: 29 April 2019

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PEREMPUAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN SIAK

No

Nama Jabatan

Kebutuhan Pegawai

Jabatan
Pimpinan

Tinggi
Pratama

Jabatan
Administrator

Jabatan
Pegawas

Jabatan
Pelaksana

Jabatan | Ket

Fungsional

3

4

S

a. Kepala Dinas

1

a. Sekretaris

1

1) Nnnﬂ_uvnn Umum dan Kepegawaian

1) Perancang Sistem Informasi Xnvommé.ﬁmz

2) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

3) Pengadministrasi Umum

4) Pengadministrasi Kepegawaian

~ 2) Kasubbag Perencanaan

1) Analis Perencanaan Anggaran

 2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program

3) Kasubbag Keuangan

1) Bendahara

2) Verifikator Keuangan

3) Penata Laporan Keuangan

4) Pengolah Daftar Gaji

5) Pengadministrasi Keuangan

b. Kepala w_asun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

1) Analis HuoBanm%mmB Perempuan dan Anak

2) Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender

c. Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

1) Kasi Perlindungan Anak

1) Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak

2) Kasi Tumbuh Kembang Anak Hwnn_mnﬂum dan Informasi Data bbmw

1) Analis Sistem Informasi

d. Nonn_w Bidang Pengendalian Penduduk dan wnunnmnm_nnn

1) Kasi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh m.mmw dan m.vumw




2

1) Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana

~ 2) Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

1) Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga wowonnmﬁm

1) Kasi Pembinaan Kesertaan dan Jaminan m-m_mwnﬁnwnb Keleuarga Berencana

1) Analis Alat dan Obat Wozﬁammmwm_

2) Pengelola Tn_m%mﬁmb dan Pembinaan wama,cmmmmn Wn_cms.mm Berencana

2) Kasi Ketahanan dan Kesejateraan No_ﬂw-.mn_

1) Analis Ketahanan Keluarga

2) Pengelola Pembinaan Ketahanan Wa_zmp.mm

Jumlah

Jumlah Total
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